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LAPORAN SINGKAT 

KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN) 
 

 

Tahun Sidang : 2026-2027 

Masa Persidangan : I 

Rapat Ke : 6 

Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat 

Dengan : Menteri Haji dan Umrah RI dan Kepala Badan Pelaksana serta 

Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji 

Sifat Rapat : Terbuka  

Hari, Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2026 

Waktu  : Pukul 13.00 – 15.00 WIB  

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 2  

Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 

Acara : 1. Penyampaian Usulan Besaran BPIH Tahun 1448 H/ 2027 M  

  2. Pembentukan Panja mengenai BPIH Tahun 1448 H/ 2027 M 

Ketua Rapat :   H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M. 

Sekretaris Rapat :   Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin 

Hadir :   1. 33 dari 42 Anggota Komisi VIII DPR RI; 

  2. 2 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 

  3. Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI beserta Jajaran; 

4. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji  

          beserta Jajaran; 

5. Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji  

           beserta Jajaran 

 

 

 

 

 

 



 

I. PENDAHULUAN: 

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 15.29 WIB dan 

dinyatakan terbuka untuk umum.  

2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Januratmoko, 

S.K.H., M.M., didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., 

dan para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Abdul 

Wachid, dan H. Ansory Siregar, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas. 

 

II. KESIMPULAN RAPAT  

    Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah RI dan Rapat 

Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas 

Badan Pengelola Keuangan Haji dengan agenda “Penyampaian Usulan Besaran 

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1448 H/2027 M dan Pembentukan 

Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1448 H/2027 M” dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Komisi VIII DPR RI telah mendapatkan penjelasan dari Menteri Haji dan Umrah 

RI bahwa jumlah kuota haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 

1448 H/2027 M sebanyak 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) jemaah. 

2. Kuota Haji Indonesia tahun 1448 H/2027 M yang sebanyak 221.000 (dua ratus 

dua puluh satu ribu) jemaah dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 10B dan 

Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji dan Umrah, yaitu:  

a. Kuota haji reguler ditetapkan 92% atau sebanyak 203.320 (dua ratus tiga 

ribu tiga ratus dua puluh) jemaah, sedang kuota haji khusus ditetapkan 8% 

atau sebanyak 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) jemaah. 

b. Kuota haji reguler dibagi menjadi: 

1) Petugas Haji Daerah (PHD) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan 

Umrah (KBIHU) sejumlah 1.735 orang. 

2) Reguler murni menjadi sejumlah 201.585 jemaah. 

3. Pembagian dan penetapan kuota haji reguler untuk kuota haji provinsi, sesuai 

dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, didasarkan kepada proporsi 

jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi, sebagaimana rincian berikut 



 

 

4. Komisi VIII DPR RI telah mendapatkan penjelasan Menteri Haji dan Umrah RI 

terkait Usulan Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1448 H/2027, 

pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp107.340.172,02 

(seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma nol 

dua rupiah) dengan komposisi Bipih (40%) sebesar Rp42.936.068,81 (empat 

puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam puluh delapan koma 

delapan puluh satu rupiah) dan nilai manfaat (60%) sebesar Rp64.404.103,21 

(enam puluh empat juta empat ratus empat ribu seratus tiga koma dua puluh 

satu rupiah) yang rincian komponennya terdiri dari: 

 

 

 



 

a. Komponen yang dibebankan kepada Jemaah haji, yaitu: 

No Komponen Alokasi Bipih 

1 Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke 

Arab Saudi (PP) 

40.529.918,76 

2 Alokasi Mekah 2.406.150,04 

3 Alokasi Madinah - 

4 Living Cost - 

 Total 42.936.068,81 

b. Komponen yang dibebankan kepada nilai manfaat, yaitu: 

No Komponen Alokasi Bipih 

1 Penerbangan - 

2 Pelayanan Akomodasi 24.924.129,82 

3 Pelayanan Konsumsi 6.823.455,66 

4 Pelayanan Transportasi 5.853.397,38 

5 Pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan 

Mina 

20.491.347,97 

6 Pelindungan 1.138.727,62 

7 Pelayanan di embarkasi atau debarkasi 92.432,88 

8 Dokumen Perjalanan 226.927,04 

9 Perlengkapan Jemaah Haji 30.300,02 

10 Biaya Hidup 3.500.002,50 

11 Pembinaan Jemaah Haji di Tanah Air 

dan di Arab Saudi 

780.294,84 

12 Pelayanan Umum di Dalam Negeri dan 

di Arab Saudi 

523.525,97 

13 Pengelolaan BPIH 19.561,51 

 Total 64.404.103,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. Selanjutnya besaran BPIH tahun 1448 H/2027 M akan dilakukan pembahasan 

dalam rapat-rapat antara Panja Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah.  

6. Komisi VIII DPR RI telah memutuskan H. Abdul Wachid sebagai Ketua Panitia 

Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/ 2027 M. 

sedangkan Ketua Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 

Tahun 1448 H / 2027 M dari pemerintah adalah Ian Heriyawan. 

 

III.    PENUTUP 

Rapat ditutup pukul 16.09 WIB. 

 

 

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA, 

 
TTD 

 
H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.  

 
 
 
 
 
 

 


